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Penelitian ini bertujuan mengetahui pola Seven S, yaitu Strategy, Structure, System, Style of Leadership,
Staff, Skill, Shared Vaue dalam pengelolaan pajak daerah.

Sampel penelitian adalah para pejabat dan staff yang bertugas mengelola pajak daerah sebanyak 55 orang.
Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara diperoleh kesimpulan:

BPKD belum memiliki strategi, ditandai belum adanya perencanaan strategi (Strategy Plan), belum
efektifnya pengambilan kebutuhan akibat kurangnya keterlibatan personil atau pihak-pihak yang terkait.

Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan pengel olaan pajak daerah, dimana struktur cenderung
fungsional mengakibatkan sentralisasinya pendel egasian wewenang, dan sulitnya berkoordinasi.

Sistem administrasi pengelolaan pajak daerah belum sepenuhnva mengacu kepada K epmendagri Nomor
43/1999, ditandai: belum seluruhnya dilakukan perhitungan potensi pajak, adanya keberatan atas penetapan
pajak, belum adanya hukum yang tegas (Law Enforcement) dan penegakan sangsi , belum adanya Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan kurangnya sarana prasarana.

K epemimpinan masih mengarah pada Middle Road of Leadership artinya kepemimpinan yang
menyelaraskan antara tugas dan hubungan kerja dengan bawahan. Belum terpenuhinya semua kebutuhan
pegawai mengakibatkan kurangnya motivasi dalam bekerja diantara kebutuhan fisiologis dan
pengembangan diri.

Personil secara kualitas dan kuantitas belum memadai terutama berbasis pendidikan perpajakan dan akutansi
serta pelatihan-pel atihan teknis pengel olaan pajak daerah

Organisasi belum memiliki nilai kebersamaan dalam bekerja, ditandai belum adanya misi organisasi, dan
standar pelayanan yang baku.

Berdasarkan kondisi tersebut, faktor Sevens S mempengaruhi kinerja BPKD dalam pengel olaan pajak
daerah yang mengakibatkan penetapan target dan realisasi pajak daerah belum sesuai dengan potensi pajak.

Dari hasil penelitian disarankan agar Badan Pengel olaan Keuangan Daerah:

1. Memiliki perencanaan strategis, Pengambilan keputusan melibatkan 2/3 dari personil.

2. Pembenahan struktur, dan badan yang fungsional, menuju kepada organisasi produk atau hibrida sehingga
memiliki unit teknis, mudah berkoordinasi, memiliki unit-unit penyuluhan, perencanaan, pengendalian
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operasional.

3. Penerapan sistem komputerisas data, perhitungan potensi pajak dan peremajaan data pajak maksimal
setahun sekali, penyuluhan dua atau tiga bulan sekali , penciptaan hukum dan penegakan sangsi yang tegas,
serta pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP ).

4. Untuk memiliki kepemimpinan efektif, perlu pembentukan kelompok kerja (teamwork)

5. Pemenuhan kebutuhan personil secara sekaligus atau bertahap terutama upah yang diterima upah minimal
standar (UMR).

6. Perlu keterampilan baik pendidikan maupun pelatihan teknis di bidang pengel olaan pajak daerah.

7. Perlu penciptaan visi, misi organisasi dan pelayanan primayang memiliki standar.

8. Untuk meningkatkan kinerja pengel olaan pajak daerah maka penetapan target pajak daerah harus sesual
dengan potensi pajak.



